QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 12 AHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : a Bahwa dengan  diberlalukannys  Undang-undeng
Neror 22 Tahtn 1999 tentang Pemerintahan Daerah
make taril Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor
Kabupaten Aceh Tenggara perlu ditetaplan dalam

suaty Peraturan .

o

Bahwae untuk maksud tersebut perlu dibuet delam
suar Qanun,

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1974, temtang
Pembenmikan Kabupaten Aseh Tenggara ( Lembaran
Negara Repubiik Indenesia Tahun 1974 Nomor : 33
Tenbahan Lembaran Negera Repuliik  Indonesia

Nomor : 3034 };

L2

Undang - undsng Nomor : 13 Tahun 1980 tantang
Jaten | Lemsbaran Negura Republik Indomesia Tahun
1980 Nomor : 13 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor : 3186 | ;

Undaag - Undang Nomor : § Tahun 1981 tentang Kitab

w

Uridang-undang Fukum Pidsna | Lembaran Negara
Republil Indonesia Tahun 1981 Komer : 76 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200 J;

Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Laiu

lintas dan Angkutan Jalan [ Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 1992 Nomor : 49 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3480 ) ; 5é




5. Undangundeng Nomer : 33 Tabun 1990 tentang
Pemerintahan Dnerah ( Lemabaran Negara Republik
indonesia Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor {3839

5. Unduag-undang Namor i 95 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daeraly | Lembaran Negara Repubik Indonesia Tabun
1999 Nomer : 72 Tambahan Lembaran Negea Repubbk
Indonesia Namor ; 3848 ) ;

7. Undang-undang Notnor | 34 Tahun 2000 tentang Pajak
Dacran dan Retribusi Dacrab | Tambehen Negara
Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246
Tambehan Lembaran Republik Indomesia Negara
lomor : 4048} ;

8. Peraturan Pemerinteh Nomor : 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kenderaan Bermotor i Julaz | Ial:mhs.mn‘
Negara Republik Indonesi Tabhun 1993 Newmor : 60
Tarabahan Lemberan Negara Republih ‘ndonesia
Wormot | 8528 ;

9. Peraturan pemerintah Nomor : 28 Tahun 2000 tentang’
Kewerangan Pemerinioh dan Kewenangan Propiasi
sebagal Daerah Otonom ( Lembaran Negara Repubilk

Indonesia Tehun 2000 Nomor : 54 Tambahan

Lembaran Negase Republik Indanesia Namor 3953 | 5
10 Keputusaan Menteri Perhubungan Nomor : XM 67
Tahun 1993 tentang Tata Carz  Pemeriksaan

dan Laik Jalan Kenderaan

Pecsyaratan  Teknis
Bermotat di Jalan ¢
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1993

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemegintah Dascah |




12.Keputusan Menteri  Dalam Negeri Nomor : 174
Taliuz 1997 tentang Pedomien Tata Cara Fermungutan
Retibusi Dacran ;

13.Keputusen Menteri Dalam Neger?” Nomor : 175 Tahun
1997 tentang Tata Care Pemerksean  dibidang
Retribusat Daerah .

DENGAN PERSETUJUAN A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA
MEMUTUSKAN
Menctapkan ; QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAAN EERMOTOR,
BAB I

KETENTUAN UMOM

Pagal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan ¢

*

Daerak adelah Kabupaten Acch Tenggars ;

b. Pemerintah Dacrah adalah Pemetintsh Kabupaten Aceh Tenggura ;

o

Bupari adelah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara |

B

Panyidllc Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalals seranglalan
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pepawai Neger! Sipl yang
selanjutnya disebuc Penyidls, untuk mencari serts mengumpulkan
bukti tersehut membuat terang tadak pidana dihidang Retribusi

Daerah sera menemukan tersangkanya |

.3

Dinas  Pendapatan odalah Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh
Tenggara; :

. Kas Dacrah adalah Kas Deerah Kabuparen Aceh Tenggars ;

g Hendahavawan khusys Penerima adalah Bendsherawan Khugus

Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara ;

b

Perguii adalah setiap tensga penguf yang dinyelaken memenuhi
towalifilcnsi teknis tertontu dan diberiken sertiikat tanda kwalifkasi

teknis sesual dengan jenjang kwalifikasinya . W




Fengujian Kenderaan Bermatar adalah kegiatan teknis yang dilakuian
oleh Femerintah Daerah atau unit yang ditunjuk untuk menjamin agar

kenderaan bermotor selslu dalam keadaan laik jalan;

Kenderaan barmator adalah kenderaan yang digeraleéan olsh peralatan

Lekais

k. Hencersan wajih uji adalab setiap kendersan yang berdasarkan
Peraluran wajib di uji untulk menentukan kelaikan jalen

L. Kendersan Roda Empat adeish sctisp kendersan yang dipergumakan

untuk angiutan umnm dan dipungut bayaran

F]

Kenderann Roda Tiga adalah kenderaan yang dipergunakean unfui

anglutan wmum dan dipungut bayaras

Mobil penumpang umum adalah setiap kenderaan bermotor vang

digunaken untuk mergangkut penumpang

2

Mobil Bareng adatah setiap ltenderaan bermotor sefin dari Mobil Bus

b

Kenderaan Khusus adalah kenderaan bermotor yang dipergunakan
untizk keperluan khusus atas mengangkut keperiuan khusus

Ufi berkals edaleh pengufian kenderaan bermatar secara berkals

L

Buku uji berkala adalah tanda buke lukus uji berkeala

& Tande uji berkala edalah suaty kenderaan telah

fuji dengan
menggunakea tanda tertentu yang ditempelken pada kenderszn yang

diuji

. Laik falan adalah persyaratan minimum koudisi suatu kenderaan yang
harus dipenuhi agar terjamin kesclamatan pads wakm beroperasi di
jalan

u. Burat ketentuen Retribusi Dserah adalah Surat Keputusan yang

menetukan besarnya jumiah Retribusi yang terhutang .

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJER
Pasal 2
Dengan name. Retribusi Pengujian Kenderaan Sermotor dipungut Retribust

sebagat atas pengujian bermotor .




Pasal 3
Objek Retribusi edaleh pelayanan pengufian kendersan bertotor meliputi:
& Mobil Bua

b. Mohil Fentumpang Umum

I

Mobil Barang

Kenderaan Khusus

n

Kenderaan Roda Tiga

Pasal 4
Subjeic Retribusi adalah orang pribadi atau badan yeng memperoleh

pelayanan pengujia kenderaan bermator .

BAB I
PERINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF
FABAL S
{1) Perinsip dan sasaran penctapan struktur bessrpya tarif Retribusi

dimakaud adalah untuk menutupi biava pengufisn  kenderaan
bermotor

(2) Biaya dimaksud peda agat 1 meliputi jesa penpujian, biaye
administrasi, bigga investasi, biaya emisi gas busng, biaya pengeiukan
nomar ujl, bisya pembuatan dan pemasangan tande semping, Bizya
operasianal dan pemelinamaan, bisya plat uji, baut dan segel serts
buku wji

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS!
Pagal §
{1} Strukdur  tarif  dibedaksn berdusarkan jumlsh berat yang
diperbolenikan [ JBB | dan jenis kenderaan beim

(2] Besarnya Tarif Retribusi scbagaiman dimaksud adalah sebagai berikut
A Jusa Pen

1. Mobil Bus :
JBE 2000 £/d 5000k Rp. 4.500.-
- JBE diatas 5000 s/d 8000 Kg Rp. 5,500

- JBE diatas 5000 Kg Rp. 6.500




2. Mobil Penumpang Umum Rp. 3.500
3. Mobil Barang, Kenderaan khusus

- JBE 0 s/d 3000 Ke Rp. 3.000

- JBE diatas 3.000 a/d 5.000 Kg p, 4.000

- JBE diats 3.000 5/d 5.000 Kg Rp.-4.000

- PR diaths 5.000 5/d 6.000 Kg =p, 5.000

- JBE diatas 6.000 5/d 14,200 Kg Rp. 6500

- JBB distas 14,200 Kg Rp. B.O0G

4. Kendaraar Roda Tiga Rp. 1.00¢
b, Binya Administrasl Fp. 2.500.-
¢, Hiaya [vestasi Rp. 2.500.-

d. Biaya Emisi Cas Buang Rp. 2,000
. Binya Pengerakan Nomor ujt Rp. 1.500.-
I Disya Pembugtan dan Pemassngan pada samping Rp. 2,000~

g Biaya Operasiona! dan Pemelifarsan Rp. 2.000
h. Biava Platwji, Baur dan Segel R 2.500.-
i Buku Ut Rp: 4.000.-

3] Penyesusdan tarif terhadap biaya penggantian plat uji, baut, segel dan
buku uji { baban/barang habis pakai | sebagalmana dimakeud pada
pagal 6 Ayt 2 huruf b dan i ditetapkan lebil Janjut dengan
keputusan Kepala Daersh

BABV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUS! TERUTANG

Pasal 7
Mase Rewibusi edalch jangka wakta tertenty yang lamanya ditetapkan
oleh Kepala Daerah sebagad dasar untulk menetopkan besamya Retribusi
terutang -

Pasal 8
Retribusi terutang pada saar ditompkannya SKRD atau dokumen luin yabg
dipersamatan *

BAB VI

TATA CARA FEMUNGUTAN

Pasal &
1) Pemungutan Retribusi tidak depat diboronghan .
(2 Pemungulan Retibusi menggunakan SKRD ateu dokumen Isin yang

dipersamana’an

i3] Bentuk, isl serta a3 cara penerbitan SKRD arau dokumen lain yeng

dipersamalan sebagaiman dimaksud pada ayat 1 ditetaplan oleh

o



BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi raruzang dipungut di Wileyah Dasrah Kabupaten Acch Tengpara.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRAST
Pasal 11 .
Daatt hal weiit. Retribusi tidak membayar topat pada wakhinya atau
lkurang 1 biaya i setinggi-tingginya 2 %

{dus persen | setinp bulan dari besarnya Retribusi yang terutang .

BAB IX
‘TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12
(1] Pembayaran Retribusi vang terutang harus dibayer sesora tunar /
lunas
{2) Tara cara ; 1, tempat perabayaran Retribusi diatur

dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13
(1] wajib Retribusi tidak melaksanaken/tidak mematuhi Qanun ini
diancem hukiuman kurungan selama-lamanye § (enam} bulan den atan
denda sebanyak-banyalmya Rp. 5.000.000 | lima jata rupiah ),

(2} Tindak Pidaua sebagaimana dimaksud dalam aysl (1) ini adalah
Pelanggaran.
BAB XI
FENYIDIKAN
Pasal 14
(1} Pejabat Fegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dagrdh
diberi weweneng khusus ssbagai penyidik  untuk  melakukar
penyidilan tindak Pidana Retribusi Dasrah ,
(2} Wewenang Penyidik sebagaimana dimalesud ayat (1) pasal ini adalah:

s. Menerima, mencari, mengumpulken dan meneliti keterangan atau
laparan  berkenasn dengan tndak pidsna dibidang Retribusi
Daerah ;




, mencer dan mesgumpalkan keterangan mengenai orang

B. Mene:
pribadi atay badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak Pidana i bidang Retribusi Dasrah ;

. Meminta keterangen dan bahan bukd dari crang-orang pribadi atay
taden sshuhungan dengan tindak pidana  dibideng Reribusi
Digerah ;

4 N B, i Ry oS g

laizn berkenaan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;

s per dahon  untuk prtican baban bukt
pembuk dan dok dakumen serte 5
penyitsan teriadap bahen buktl tersebut ;

£ Meminta bantusn tenaga shli dalem rangks pelaksanoan tugas
penyelidikan tindak pidana dibidang Rereibasl Dasrali ;

g Benyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan - ruangan
atau tempat pada saat pemeriksasn sedang herengsuog dan
memerikse identitas oreng dan atau dokumen vavg dibawa
sebagaimana dimakeud pada humfa ;

h. Memotret sesorang yang berkaitan dengan tindal Pidana Retribusi

Dacrsh ;

i Memenggl orang untuk didengar keterangannya sebagei tersangha
atan saksi;

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakulan tindakar fain yang periu untuk kelancaran penyidikan
tindale pidana dibidang Retribusi Deersh menurut hulum yang
dapat dipertanggung jewabkan .

(3] Penyidik sebagaimens  dimaksud puda  ayac (1) pesel ini
cirmylainys ilcan  dan hasil

penyicikanaya kepadu pepuntut umum, seausi dengan ketentuan
vang diatur dalam Undengundeng Nomor & Tabun 1981 Hukum
Acara Pidene %

{1} Halhal yang belum diarar dalam Qanur i sepanjang mengenai
elaksansannya akan diatar lohih lanjut dengan Keputusen Kepala-

Daerah . 0




(2} Dergan berlaiunga Qanun ini maks Qanun yang terdahulu sebelum
ditetapianmys Qanun ini dinyatskan dicabut dan tidak horlaku lagi .

Pasal 16
Qanun ini mulai berlelos sefak tanggal Giundangkan

Agar supaye setiun orang dapst mengetahuinya  memerintahken
perundangan Qanun ini dengan psnemparannya dalem Lembesan Daerah
HKabupaten Aceh Tenggara.

DISAHKAN DI HUTACARE
PADA TANGGAL 3 Juni 2003

BUPATI ACEH TENGGARA
dio
Drs. H. ARMEN DESKY

Diundanglkan di : Kutacaans
Pada Tangga]  ; 23 Juni 2003

SEKRETARIS DAL UPAT:

ACEH

A
%

Ir, H. SGPAK SEBAYANG
Penala Utama Muds
Nip : 390 GO 419

LEMBARAN DACRAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003
i KOMOR : 45




BAE VI
WILAYAH PEMURGUTAN
Paeal 10
Retribusi terutang dipungut di Wilayah Deerah Kabupaten Aceh Tenggara,

BAB VIII
SANKST ADMINISTRAST
Paszal 11
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada wakfunya atau
lreng membayar, dikkenakan biava tambehen setingg-tinggings 2 %
{dua persen  setiap hulan dari besarnya Retribusi yang terutang . “
BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Fasal 12

{1} Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai J
funas . .
{2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tompat permbayaren Retribusi diatur

dengan Keputusan Kepala Dacrah

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13
b Retibusi tidak melaksanakanjtidak mematuhi Quuan ini
diancam hukuman karungen selama-lamanya 6 (enain) bulan das atau
denda sebanyak-banyaloys Rp. 5.000,000 ( lma juta rupiah ).

(2) Tindek Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) ini adalah
Prlanggaran
BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal ‘14
(1) Pejabat Fegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemeriarah Dacrah
diberj wewenang khusus sebagai  penyidile melakukan
penyidikan tindak Pidans Retribusi Daeran
(2 Penyidik ! dimaksnd =yt (1} pasal ind adalah:
a. Menes MSICATT, lken dan meneliti atau

laporan  herkenaan  dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Dageah

92




5, Menenlitl, mencari dan mengunpulkan keterangan mengenal orang
pribadi atau badan tentang kebenarin perbuaran yang dilalarkan
sehuburgan dengen tindak Pidasia di bidang Retribusi Dagrah ;

©. Meminta keterangan dan bahan buldi dari orang-oreng pribadi ateu
badan sehwbungan depgan tindak pidens  dibidang Retribusi
Daerat ;

4 ks buku-bulk, tan dan dokumen-dokumen
lain berkenasn dengan tndak Pidena Retribusi Daereh ;

& Melakukan 1an unmik hahan bukt
K dan dokumen-dok serta melalukah
penyitesn terhadap bahen bukd tessebut |

I. Meminta bantusn tenega ahli dalam rangks peleksanaan tugas
E penyelicikan tindal pidana dibidang Retribusi Daerah ;

g Menyuruk berhenti, melarang seseorang meninggalken rusngan
atau tempar pada saar pomcriksaan scdang berlangsung dan
memeriksa identtas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebegaimena dimalsud pada hurnfa ;

h. Memotret scorarg yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi
Daerah

i, Memanggl orang untuk didengar keterangannya sebeaged tersanghe
atau saksi;

i Menghentiken penyidiken ;

k. Melalukan tindakan fain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindek pidana dibidang Retibusi Daerah menurat hulum yang
dapar dipertanggung jawablan

(3] Pempidik  sebagaimana  dimaksud pada  ayat {1) pasal i
memberitahukan  dimulainga penyidien den penyampeien hasi
penyidikannys kepada penuntut umum, sesuai dengan Getentuan

yang dia
Acara Pidana .

¢ dalam Undang-undang Nomor & Tahun 1981 Hukum

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
(1) Halhal vang belum dlatwy dalam Qamum ini scpanjang mengerai
selaksensannye. akan diatur lebih lanjut dengen Keputusan Kepela

Daerah i




(2) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun yang terdahuly sshelum
ditetapleannya Qanun ini dinyatalkan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 16
Qanun 14 mulal berlaku sefak tanggal diundangkes
Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya memerintahlcan
peruadangan Qanun ini dengan penempatantya dalan Lembaran Dasrah
Kabupaten fesh Tenggara

DISAHKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 23 Juni 2003

BUPATI ACEH TENGGARA
dto
Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangken di : Kutacaane
Pada Tanggal 23 Juni 2003

11 SEKRETARIS DARRAH
I ‘

o

PFenata Utama Muda
Nip : 390 006 419

LEMBARAN DAZRAH XABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003
KOMOR : 45
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